
a. bahwa usaha pertambangan perlu dikelola secara efe.ktif, 
efisien, berkelanjutan dan l>erwawasan lingkungan agar 
dapat mencapai kemakn ruran, kesejahteraan bagi 
masyarakat clan meningka,kan pertumbuhan ekonomi 
daerah; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 dan 
Pasal 72 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pertamba.ngan Mineral dan Batubara, Daerah Kabupa ten 
diberikan kewenangan mei nbentuk Peraturan Daerah 
untuk mengatur ketentuan kriteria dan mekanisme 
penetapan Wilayah Pertaro l- ingan Rakyat serta. tata. ca.ra 
pemberian Izin Pertarnbangan Rakyat; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b diatas perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertarnbangan 
Rakyat; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor B Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Manggarai Baro I di Provinsi 
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia. Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4271); 

3. Undanz-Undanz Nomor :~2 Tn.hun 2004 tcnlu.J."1.5 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rebuplik 
Indonesia ... omor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4337); sebagaiamana telah 
diubah dengan Undang-Unclang Nomor 12 tahun 2008 
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 
tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

4. Undang-l ndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara 
Republik Indonesi Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang 
Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik 
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Setiap pengelolaan Usaha pertambangan Rakyat hanya dapat dilakukan 
setelah mendapat IPR. 

PaaaJ. 2 

BAB l(I 
PENGELO . ..A.AN PBRTAHIBAllGAN RAKYAT 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud der.gan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat, 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. 
3. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat. 
5. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Barat. 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten 

Manggarai Barat. 
7. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat WPR, adalah 

bagian dari WP ternpat dilakukannya kegiatan usaha pertambangan 
Rakyat. _ 

8. Izin Pertambangan Rakyat, yang aelanjutnya cliaingkat IPR, adala.1 izin 
untuk melaksanakan usaha pertamb angan dalam wilayah pertambangan 
rakyat nengan ruas wuayan nan tnvestasi terbatas, 

9. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau 
badan hukum koperasi dengan melandankan kegiatannya berdasarkan 
prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar 
atas asas kekeluargaan. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PENGELOLAAN PERATURAN DAERAH TENTANG 
PERTAMBANGAN RAKYAT. 

Menctapkan 

MEMUTUSKAN : 

DEWAN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN MANGGARAJ BARAT 

dan 

BUPATI MANGGARAI BARA'f 

Der .gan persetujuan Ber sama 

Indone-", Tahun 2010 Nornor 28t Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5110}; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan 
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5111); 
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Rencana Penetapan WPR sebelum dikonsultasikan ke DPRO dan 
dikoodinasikan kepada Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 Bupati wajib menyampaikan rencana tersebut kepada rnasyarakat 
setempat dirnana WPR direncanakan. 

Pasal 9 

11) Rencana WPR sebelum ditetapkan oleh Bupati, dikonsultasikan dengan 
DPRD dan dikoordinasikan kepada Pemerintah Provinsi. 

12) Bupati melakukan Konsultasi ke DPRD dan berkoordinasi dengan 
Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) unruk 
mendapatkan pertimbangan atas rencana penetapan WPR. 

Pasal 8 

Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi 
belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR 
sepanjang lokasi tersebut layak untuk ditambang dan tidak bertentangan 
dengan ketentuan yang berlaku. 

Pasal 7 

PenetapanWPR han.s berada diluar Wilayah Usaha Pertambangan clan 
Wilayah Pertambangan Negara ~etapi masih dalam Wilayah Pertambangan. 

Pasal 6 

a. endapan teras, data ran banjir, dan endapan sungai purba; 
b. luas rnaksimal wilayah pertambangan raky at adalah 25 (dua puluh lima] 

hektar; 
c. menyebutkanjenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau 
d. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah 

dikerjakan sekurang - kurangnya 15 (li: ..... .ielas] tahun. 

Kriteria untuk menetapkan WPR adalah. sebagai berikut: 

Pasal 5 

BAB III 
WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT 

(1) Kewenangan Pemberian atau yang mene-bitkan IPR adalr 11 Bupati. 
(2) Pemberian IPR oleh Bupati sebagaimana di:naksud p~da ayat_ (1) dapat 

dilimpahkan kewenangannya kepada Cumat setempat dimana wilayah IPR 
berada. 

(3) Pelimpahan kewenangan penerbitan izin aebagairnana dimaksud pada 
ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pas al 4 

IPR hanya dapat diterbitkan pada WPR yang tela h ditctapkan oleh Bupati. 

Pasal 3 

. ~ . 
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Jenis komoditas pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang diatur 
dalam Peraturan Daerah ini meli puti; 

a. Komoditas pertambangan mineral bu kan logam terdiri dari: 
Kuarsa,Asbes,Talk, Mika, Ball Clay, Fire 1 .lay, Zeolit, Marmer, Zirkon, 
Kaolin, Feldspar, Gipsum, Dolomit, Ka.sit, Oniks, Rijang, dan mineral 
bukan logam lainnya. 

b. Komoditas pertambangan batuan terdiri: Tras, Gabro, Peridotit, Basalt, 
Manner, tanah urug, garnet, giok, batu gunung, quarry besar, kerikil 
galian dari bukit, kerikil srv: gai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, 
pasir urug, kerik:il berpauir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), 
urugan t-nah setempat, tanah merah (latent), batu gamping, Tanah liat, 
Pasir dan batu lainnya sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral 

Pasal 14 

bgian Pertama 
Jenis Komodit.aA Yang Dapat Diberikau I.zin. Pertambau.gau. 

IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT 

BAB IV 

Penetapan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan secara 
tertulis oleh Bupati kepada Menteri melalui Gubernur. 

Pasal 13 

(1) WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 

(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- 
kurangnya memuat: 
a. Lokasi Wilayah Pertambangan Rakyat; 
b. Luas Wilayah Pertambangan Rakyat; 
c. Jenis Komoditas yang ditambang; 
d. Gambar Peta Lokasi Wilayah Pertambangan Rakyat; 
e. Daftar Koordinat Lokasi. 

Pasal 12 

Maieri Pengumuman Rencana Penetapan WPR sekurang-kurangnya memuat: 
a. peta situasi yang menggambarkan lokasi; 
b. luas rencana Wilayah i >ertambangan Rakya.t; 
c. batas dan daftar koor- !inat ; 
d. jenis komoditas tambang; dan 
e. daftar pemegang hak a.tas tanah yang berada dalam rencana WPR. 

Pasal 11 

Penyampaian Rencana Penetapan WPR kepada masyarakat dilakukan melalui 
sosialisasi dan / a tau pengu .uuman pada Kan toi · Kecamatan dan Kelurahan I 
Desa setempat serta Dinas Pengelola. 

Pasal 10 
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(1) Untuk mendapatkan IPR oleh Pemohon harus menyampaikan/ 
mengajukan surat permononannva ker.ada Rup~ti ato.u pejabat ya.n~ 
du.unjuk. 

(2) Pengajuan Surat Perrnohonan harus rnemerruh Syarat Administrasi, 
Teknis dan Finansial. 

(3) Selain syarat sebagr imana dirnaksud pada. Ayat (2) juga pemohon 
diwajibkan memenuhi syarat tanbahan, antara lain: 
a. Membuat kajian lingkungan sesuai luas lokasi kegiatan penarnbangan 

yang diajukan, bagi pemohon Kelompok Masyarakat dan Koperasi; 
b. Sur~t Pernyataan Kesanggupan melaksanakan pengelolaan lingkungan , 

bagi pernohon Perorangan; 
c. Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanak an Reklamasi / Penutupan 

Tam bang bila selesai rnelakukan aktifitas tai nbang; 
d. Surat Pernyataan kesanggupan membayar iuran dan retribusi Daerah; 
e. Surat Pernyataan melaksanakan proses penambangan sesuai ketentuan 

yang berlaku. 

Paaal 19 

Pemegang IPR dalam rnelakukan aktifitas penambangan pada Wilayah dan 
lokasi IPR yang telah ditetapkr n. 

Pasal 18 

vetiap Usaha Pertambangan J<akyat sebelum mels.kukan penambangan wajib 
memegang IPR yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat tertentu yang diberi 
wewenang oleh Bupati. 

Pasal 17 

Bagian Ketiga 
Tata Cara Memperoleh Izin Pertambangan Rakyat 

Masyarakat / Penduduk Setempat yang dapat diberikan IPR sebagairr ana 
dimaksud dalam Pasal 15 yaitu: 
a. Pcrorangan; 
b. Kelompok masyarakat· atau 
c. Koperasi. 

Pasal 16 

(1) Pemberian IPR diutarnakan kepada masyara' at I penduduk setempat. 
(2) Masyarakat / penduduk setempat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

adalah penduduk yang berada di lingkungan wilayah pertambangan rakyal 
dan/ atau masyarakat yang berada da1am satu daerah wilayah 
pertam bangan. 

Pasal 15 

Bagian Kedua 
Pihak Yang Dapat: Diberikan Izin Peruambangan Rakyat 

logam, unsur mineral bukan logam dalarn jurnlah yang berarti ditinjau 
dari segi ekonomi pertambangan. 
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j 

j 

(1) Luas Wilayah IPR untuk perseorangan paling banyak diberikan seluas 1 
(satu) Hektar. 

(2) Luas Wilayah IPR untuk Keio npok Masyar.akat paling banyak diberikan 
seluas 5 (lima) Hektar. 

(3) Luas Wilayah IPR untuk Koperasi paling banyak diberikan seluas 10 
(Sepuluh) Hekt.a.r. 

Pasal 23 

Bagian Keei,1pat 
Luas dan Masa Izin Pertam.bangan Rakyat 

Persyaratan finansial sebagaimana dirnaksud d alarn Pasal 19 ayat (2) berupa 
laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi 
koperasi setempat. 

<, Pasal 22 

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) ,paling 
sedikit meliputi: 
a. Peta wilayah dilengkapi dengan batas / daftar titik koordinat geografis; 
b. Daftar peralatan] 
c. Sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter; 
d. Menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan 

jumlah tenaga maksima ' ~0 (dua puluh limn) horse power untuk 1 (satu) 
IPR; dan 

e. Tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak. 

Pasal 21 

Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaks ud dalam Pasal 19 ayat (2) 
untuk: 
a. Orang perseorangan, paling sedikit meliputi : 

1. Surat permohorian; 
2. Kartu tanda penduduk; 
3. Komoditas tambang yang dimohon; dan 
4. Surat keterangan dari kelurahan Zdesa sete npat. 

b. Kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi 
1. Surat permohonan; 
2. Komoditas tambang yang dimohon; dan 
3. Surat keterangan dari kelurahan/ desa. 

c. Koperasi setempat, paling sedikit meliputi: 
1. Surat permohonan; 
2. Nomor .:-okok wajib pajak; 
3. Akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang 

berwenang; 
•+. Komoditas tambang yang dirr.ohon; dan 
:;. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat. 

Pasal 20 
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(1) Wilayah pertambangan rakyat yang telah diterbitkan Izin wajib dievaluasi 
setiap 5 (lima) Tahun sekali. 

(2) Tata Cara Pelaksanaan Fvaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 27 

Bagian Keenam 
Evaluasi Izin Peetambangan Rakyat 

Pasal 26 

dan pengawasan 
kesehatan kerja, 
dan manajemen 

(1) Pemegang IPR berhak mendapatkan pembinaan 
Pernerintah Daerah di bidang keselamatan dan 
pengelolaan lingkungan, teknis pertambangan, 
penambangan. 

(2) Pengelolaan lingkungan, tekhnis pertarnbangan dan manajemen 
penambangan sebaga.imana dimaksud pacla ayat ( 1) diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

Pasal 25 

Bagian Kelima 
Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Pertambangan Rakyat 

(1) Masa IPR diberikan untt.k jangka waktu paling lama 5 (lima) ta.bun dan 
dapat diperpanjang. 

(2) Perpanjar, .. @fi rnasa IPR sebagairnana dimaksud pad.a ayat (1) dapat 
diberikan ~aling banyak 2 kali dengan masa perpanjangan masing-masing 
1 (satu) Tahun. 

(3) Permohonan perpanjangan masa Izin disampa.ikan selambat - lambatnya 3 
(tiga) bulan sebelum masa Izin Berakhir. 

Pasal 24 

Pemegang IPR wajib: 
a. Melakukan kegiatan penambangan paling lam.bat 3 (tiga) bulan se .elah IPR 

diterbitkan; 
b. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan 

kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan Iingkungan, dan memenuhi 
standar / persyaratan teknis penambangan yang berlaku; 

c. Sebelum melakukan penambangan pemegang izin wajib menyelesaikan 
kepada pihak ketiga atau pejabat vang berwenang atas: 

1. Gan ti/ rugi tanah; 
2. Pengurusan izin penguasaan di atas tanah dalam kawasan hutan atau 

areal yang telah diberi pen ibebanan izin lain; 
d. Membayar iuran tetap, iuran p:·oduksi dan pajak; 
e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatar usaha pertambangan rakyat 

.. secara berkala kepada Bupati dan tembusanr ya pada Dinas. 
f. Menempatkan dana jaminan khusus pemegang izin bagi Koperasi; dan 
g. Melaksanakan Reklamasi Tamhang pada akhir kegiatan penambangan. 
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(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah daerah 
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan 
tindak pidana di bidang Pengelolaan Pertambangan Rakyat sebagaimana 
dim.Q.kaud dsucun Undang-'Jnda.ng Hukum ,\,ca.ra Pidana. 

(2) Penyidik sebagairnana dir iaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai 
Negeri Sipil tertentu di lingkungar Peme:rintah Daerah yang diangkat 
oleh pejabat yang berwenang se suai clengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksuc: pada ayat (1) adalah: 
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau 

laporan berkenaan dengan tindak pi dana di bidang Pengelolaan 
Pertambangan Rakyat agar keterangan atau laporan tersebut menjadi 
lengkap dan jelas; 

b. rneneliti, mencari dan mengurnpulkan keterangan mengenai orang 
pribadi a tau badan tentang k@b€ naran perbuatan yang dilakukan 
sehubungan dengan tindak pidana Pengelola.m Pertambangan Rakyat; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti clari orang pribadi atau badan 
sehubungan dengan tindak pidana dibidang Pengelolaan 
Pertambangan Rakyat; 

Pasal 30 

1,AB Vil 
KETENTU AN PENYIDlKAN 

(I) Setiap pemegang IPR· karena kelalaiannya sehingga tidak melaksanakan 
kewajiban sebagaimana dimakstv' dalam Pasal 21 huruf c, d dan e dan 
Pasal 26 dikenakan sanksi adn. mistratif berupa: 
a. tegurar Iisan: · 
b. teguran tertulis; dan 
c. penghentian sementara aktifitas penambangan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengenaan sanksi administrat.if 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 29 

BAB VI 
SANKSI ADMINISTRJ1 TIF 

Setiap orang dilarang melakukan penambangan Rakyat: 
a. tanpa Izin dari pejabat yang berwenang; 
b. dengan sengaja tidak melakukan pengelolaar. lingkungan hidup; 
c. dengan sengaja tidak rnenyampaikan laporan atau mernberikan 

keterangan palsu atas kegiatan dan produksi penambangan secara 
berkala kepada Bupati dan Dinas; 

d. dengan sengaja tidak menempatkan dana jar unan reklamasi; 
e. dengan sengaja membiarkan bekas lokasi tar.ibang tanpa dilakukan 

penutupan tambang clan/ atau mereklamasij 
f. melakukan penambangan Rakyat dengan tidak memenuhi persyaratan 

teknis sesuai ketentuan yang berlaku. 

Pasal 28 

BABV 
LARANGA.N 
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Segala izin yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan 
masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa izin tersebut. 

Pasal 33 

BAB IX 
KETENTT TAN PERALIHAN 

Setiap orang yang rnelanggar keteirtuan sebae= mana dimaksud dalarn Pasal 
28 huruf a dikenakan sanksi pidaria sesuai perat uran perundang-Uf\dangan. 

l'asal 32 

(1) Setiap pemegang IPR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 28 huruf b.c.d, e dan f dikena kan sanksi pidana kurungan 
paling lama 6 (enam) bulan atau denda palin g banyak Rp. 50.000.000,00 
(lima puluh juta rupiah). 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. 

Pasal 31 

BAB VIII 
KETENTUAN PIDAN.A 

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain 
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Pertambangan 
Rakyat; 

e. melakukan penggeledahan untuk rnendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta 
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 

f. meminta bantuan t enaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak oidana di bidang Pengelolaan Pertambangan 
Rakyat; 

g. menyuruh berhenti dan/ a tau melarang seseorang meninggalkan 
ruangan atau tempat pada aaat pemeriksaan sedang berlangsung 
dan memeriksa iderititas orang dan/ atau dokumen yang dibawa 
sebagaimana dimaksud dalam huruf e; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Pengelolaan 
Pertambangan Rakyat; 

1. memanggil orang untuk didengar keterangannya clan diperiksa 
sebagai tersangka atau sakai; 

J. menghentikan penyidikan; dan 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 

tindak pidana di bidang Pengeloiaan Pertambangan Rakyat menurut 
hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. 

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan basil penyidikannya kepada 
penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Undang-Unda.ag Hukum Acara Pidana. 

t 
J 
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NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAl BARAT PROVINS! 
NUSA TENGGARA TIMUR: 002 TAHUN 2014. 

KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2014 LEMBARAN DAE 
NOMOR 2. 

EN MANGGARAI BARAT, 

Diundangkan di Labu Bajo, 
pada Langgal 21 Maret O 14 

NGGARAI BARAT, t 

Ditetapkan di Labuan Bajo, 
~.._....,ada tanggal 6 Maret 2014 

r ___ , 

Agar setiap orang mengetahuinya, ruernerint ..:..1..r..an pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penernpatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Manggarai Barat. 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 35 

Dengan berlakunya Peraturan I>aerah ini, maka =>eraturan Daerah Kabupaten 
Manggarai Barat Nomor 27 Tahun 2005 tentang =>enyelenggaraan Pengelolaan 
Usaha Pertambangan Umum (Lernbaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat 
Tahun 2005 Nomor 10) dicabu1 dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 34 

BABX 
KETENTUAN PENUTUP 
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Dalarn rangka memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (3) undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194!5 tersebut, telah diterbitkan 
Undang-Undang Nomor 11 Tal un 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 
Pertarnbangan. Undang-undar g tersebut selarna kurang lebih empat 
dasawarsa sejak diberlakukannya telah dapat memberikan sumbangan yang 
penting bagi pembangunan nasional. Dalam perkembangan lebih lanjut, 
undang-undang tersebut yang muatannya bernifat sentralistik sudah tidak 
sesuai dengan perkembangan situasi sekarang dan tantangan masa depan. 
Disamping itu, pcmbangunan pertambangan harus menyesuaikan diri dengan 
perubahan lingkungan strategis, baik bersifat nasional maupun internasional. 
Tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral clan batubara 
adalah pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, 
hak asasi manusia, lingkur gan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, 
hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran serta aktif 
pihak swasta dan masayarakat. 

Bahwa Kabupaten Manggarai Barat memiliki potensi dibidang sumber 
daya mineral, berupa mineral logam, non logam, batubara, batuan dan 
mineral radioaktif. Sedangkan yang menjadi kewenangan Pemerintah 
Kabupaten adalah mineral logam, non logam, batubara dan batuan, yang 
pengelolaannya masih berlandaskan pada Undang - Undang Nomor 11 Tahun 
1967 tentang Ketentuan-Ketent:uan Pokok Pertambangan beserta peraturan 
pelaksanaannya. 
Dengan diundangkannya Undang-Undang Noraor 4 Tahun 2009 tentane: 
Pertambangan mineral dan Batubara, yang merupakan suatu bentuk 
reformasi yuridis terhadap Undang-Undang Nornor 11 Tahun 1967, yang 
sangat mengedepankan kepedu1ian lingkungan hidup dan rnasyarakat sekitar 
tambang, sehingga peraturan pelaksanaan dibawah Undang-Undang Nomor 11 
tahun 1967 termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 
27 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Peng elolaan usaha pertambangan 
umum perlu dilakukan penyesuaian atau upaya harmonisasi dengan Undang 
Undang Nomor 4 Tahun 2009'. 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 
Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah 
p~me_rintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, daera i 
d~be_n kewenangan untuk menyusun Peraturan Perundang-undangan Daeran 
di bidang pertambangan dan mineral. 

/ 

I. UMUM 

PENGELOLAA1-l PERTAMBANGAN RAKYAT 

TENTANG 

NOMOR 2 TAHUN 2(H4 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN :MLANGGARAI BARAT 

ATAS 
PENJELASAJf 

' j 
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a. - Kuarsa, mineral rnempunyai rumus kimia Si02 (subscript) ciri-ciri 
warn.a putih sarnpai rnerah keunguan dengan kekerasan 7 pada 
skala Mohs. 

- Asbes, bahan berserat bersifat tahan panas, tahan api, bertitik 
le bur tinggi se: ta mempunyai daya hantar panas dan daya hantar 
listrik sangat rendah, 
Mika, jenis mineral silika yang berbentuk lembaran digunakan 
sebagai bahan isolator listrik. 

- Zeolit, golongan mineral aluminasilikat mempunyai sifat penukar 
kation yang kuat mempunyai daya serap tinggi dan penyaring 
molekul yang (if ektif. 

- Zirkon, jenis batu semi perrnata, kekerasan 6 - 7,5 skala Mohs , 
warna bening, cokelat kebiruan, abu-abu, hijau dan merah. 
Kaolin, jenis lempung bila dibakar berwarna putih digunakan 
sebagai bahan dasar keramik. 

- Felspar, salah satu kelompok mineral pembentuk batuan, 
kekerasan 6 pada skala Mohs, yang merupakan bahan penting 
dalam industri gelas atau keramik. 

- Gipsum, mineral pembentuk bauksit berwarnma putih dengan 
rumus kimia Al(OHJ3. 

- Dolomit, senyawa kalsium magnesium karbonat (MgC03; CaCo) 
dengan kandungan Magnesium Karbonat lebih besar dari 5%. 

Pasal 8 
Cukupjelas 

Pasal 9 
Cukup jelas 

Pasal 10 
Cukupjelas 

Pasal 11 
Cukupjelas 

Pasal 12 
Cukupjelas 

Pasal 13 
Cukup jelas 

Pasal 14 

Cukupjelas 

Pasal6 
Penetapan WPR harus berada dalam WP namun tidak boleh tumpang 
tindih dengan WUP dan WPN 

Pasal 7 

Pasal 1 
Cukupjelas 

Pasal 2 
Cukupjelas 

Pasal 3 
Cukup jelas 

Pasal4 
Cukupjelas 

Pasal 5 
Cukupjelas 

n. PASAL DEMI PASAL 

f 
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harus 
tidak 

:sudah 

Pasal 16 
Cukupjelas 

Pasal 17 
Cukupjelas 

Pasal 18 
Cukup jelas 

Pasal 19 
Cukupjelas 

Pasal 20 
Huruf a 

Angka 1] 
Cukupjelas 

Angka 2J 
Mernpunvai Kar+u Tanda P~nduduk bagi yang 
berdomisili sekurang-kurangnya 5 (lima) Tahun. 

Angka 3] 
Cukup jelas 

Angka 4] 
Cukupjelas 

Hurufb 
Angka 1] 

Cukupjelas 
Angka 2] 

Cukupjelas 
Angka 3] 

Surat Keren .ngan dari Kelurahari/ Desa setempat 
diketahui «leh Camat apabila kewenangan 
didelegasikan kepada Camat. · 

Pasal 15 
Ayat (1) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Penduduk yang berada di Lingkungan WPR dan/atau masyarakat 
yang berada dalam satu Daerah V.'P adalah masyarakat yang 
berdomisili dalam wilayah kabupaten Manggarai Barat sekurang 
kurangnya 5 (lima) tahun berturut-turut, 

Ayat (3} 
Cukupjelas 

b. - Teras. batu gunung api berwarna cerah dapat digunakan sebagai 
bahan campuran semen pozolan. 

- Garnet, jenis batu permata kekerasan 6 - 7 ,5 skala Mohs warna 
bervariasi antara lain bening, biru, kuning kehijauan, merah 
rnuda.: 

- Marmer, batu gamping yang telah mengalami proses ubahan 
digunakan sebagai bahan lantai, dinding, dan ornamen. 

Kalsit, mineral pembentuk batuan dengan rumus kimia CaCo3 
kristalin kilap kaca, kekerasan 3, terdapat pada batu gamping 
atau cangkang karbonat. 
Oniks, kuarsa monokristalin (kalsedon] dengan lapisan warna 
sejajar yang berselang-seling. 
Rijang, silika crganik yang terbentuk dari cangkang mikrofosil 
radioralia, termasuk sejenis batu setengah permata. 
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TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT 
NOMOR 146_ 

Pasal 25 
Cukupjelas 

Pasal 26 
a. Cukup jelas 
b. Cukup jelas 
c. Cukupjelas 
d. Cukup jelas 
e. Yang dimaksud dengan laporan berka.a adalah laporan yang dibuat 

s€tiap 4 (ernpat] bulan. 
f. Cukup jelas 
g. Cukup jelas 

Pasal 2'f 
Cukup jelas 

Pasal 28 
Cukupjelas 

Pasal 29 
Cukupjelas 

Pasal 30 
Cukupjelas 

Pasal 31 
Cukup jelas 

Pasal 3::::, 
Cuk1.-p jcla.::s 

Pasal 32 
Cukup jelas 

Pasal 33 
Cukupjelas 

Pasal 34 
Cukup jelas 

Pasal 35 
Cukup jelas 

Pasal 21 
Cukupjelas 

Pasal 22 
Cukupjelas 

Pasal 23 
Cukupjelas 

Pasal 24 
Cukup jelas 

Huruf c 
Angka 1] 

Cukup jelas 
Angka 2] 

Cukupjelas 
Angka 31 

Cukupjelas 
Angka 4] 

Cukupjdas 
Angka 5] 

Cukupjclas 


